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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Fiqh 

Siya̅sah Terhadap Penghinaan Presiden Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 

pada rumusan masalah yakni tentang bagaimana analisis pasal-pasal penghinaan 

presiden dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 serta menjawab rumusan masalah kedua 

yakni tentang bagaimana analisis fiqh siya̅sah pasal-pasal penghinaan presiden 

dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

 

Skripsi ini merupakan studi kepustakaan (library research), yang mana 

hasil penelitian di dapat dari berbagai sumber buku dan jurnal maupun artikel yang 

dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah 

terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan 

melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi 

kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dampak dari penghinaan 

adalah penurunan harkat dan martabat individu, yang merupakan hak dasar setiap 

manusia. Oleh karena itu, perlakuan yang adil dan menghormati hak asasi manusia 

seharusnya diberikan kepada semua orang, termasuk terhadap kepala negara dan 

warga sipil. Kemudian berdasarkan tinjauan fiqh siya̅sah, sebagai bentuk taat atas 

pemimpin maka sebagai warga negara haruslah taat, mencintai dan mendo’akan 

kebaikan untuk pemimpin tersebut. seorang pemimpin harus bisa diterima 

(acceptable), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh 

umatnya. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diharapkan pada penelitian 

berikutnya dapat menjabarkan terkait pentingnya untuk memastikan bahwa tidak ada 

perlakuan khusus terhadap kepala negara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

konstitusi dan hak asasi manusia. 
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